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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Potensi Dan Tantangan 
Perpajakan Sebagai Kunci Mewujudkan Sustainable Development Goals” telah 
selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan 
sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki 
minat terhadap pembahasan tentang perpajakan. 

Ketika peran pajak kian penting dan ketika nafsu utang semakin besar, 
serta tuntutan pendanaan pembangunan meningkat, ternyata pemerintah 
juga kian getol mengeluarkan obligasi negara. Oleh karena itu, beban 
keuangan terkuras untuk menutup pembiayaan itu. Padahal, potensi pajak 
masih terbuka di eksplorasi dan di eksploitasi penerimaannya. Ironisnya, di 
sisi lain kasus perpajakan menjadi anti klimaks dari komitmen Ditjen Pajak 
untuk mendorong kesadaran dan kepedulian serta tingkat kepatuhan wajib 
pajak, bukan hanya wajib pajak badan tetapi juga perorangan. Dari fakta ini 
target perolehan pajak tahun 2019 kian berat untuk direalisasikan, meski di 
sisi lain tetap harus optimistis bahwa masih ada potensi untuk mencapai 
target. Oleh karena itu, target perolehan pajak tidak bisa terlepas dari 
program edukasi. Sukses edukasi secara tidak langsung akan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga munculnya kesadaran dari 
masyarakat terkait urgensi penerimaan pajak. Membangun kesadaran dan 
kepatuhan wajib pajak juga harus diimbangi dengan profesionalisme dan 
edukasi kepada wajib pajak agar muncul kesadaran kolektif dari urgensi pajak. 
Sustainable development goals (SDGs) atau tujuan pembangunan 
berkelanjutan adalah salah satu agenda internasional yang disusun oleh PBB 
dalam rangka ingin menyejahterakan masyarakat dunia. Tujuan utamanya 
adalah untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi di negara yang 
membutuhkan bantuan. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara 
terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca 
sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami 
untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di 
masa yang akan datang. 

KATA PENGANTAR 
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Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang 
telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan 
sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat 
memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia. 
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PEMANFAATAN AUTOMATIC EXCHANGE OF 
INFORMATION (AEoI) LEMBAGA PAJAK 

 
Anggraeni Khusnul Khotimah 
Tamara Nur Adinda 
Rachel Anastasya Lumban Tobing 
 

A. AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEoI)  
Indonesia merupakan salah satu anggota forum internasional yang 

terdiri dari 19 Negara dan 1 Kawasan, yaitu G20. Pada tanggal 31 Oktober 
2021, dilaksanakan penyerahan presidensi G20 dari Perdana Menteri Italia, 
Mario Draghi, kepada Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, Joko 
Widodo. Dengan terlaksananya penyerahan tersebut, Indonesia resmi 
meneruskan presidensi G20 di tahun 2022. Diusungnya tema Recover 
Together, Recover Stronger dalam presidensi G20 ini, untuk mendorong 
negara di seluruh dunia bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi demi 
mewujudkan tata kelola yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk 
mendukung hal tersebut, telah ditetapkan beberapa agenda yang akan 
dibahas melalui presidensi G20. Salah satu agenda yang didorong oleh 
Indonesia untuk segera diselesaikan melalui G20 adalah mengenai 
transparansi perpajakan. Isu transparansi perpajakan telah menjadi salah satu 
permasalahan yang kerap dibahas dalam forum-forum internasional. Hal ini 
karena, dengan minimnya transparansi perpajakan dapat mengakibatkan 
terjadinya aliran keuangan gelap yang mampu berimbas kepada penggelapan 
dan penghindaran pajak. Menurut laporan The State of Justice 2021, 
Indonesia mengalami kehilangan penerimaan pajak sebesar US$ 2,3 miliar 
atau setara dengan Rp33,89 triliun akibat dari penggelapan pajak. Sekitar 
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A. WEALTH TAX DAN DISPARITAS 
Dengan melihat situasi saat ini, skema pajak progresif di Indonesia yang  

berdasarkan pada pendapatan per tahun dinilai belum maksimal untuk 
mengurangi disparitas ekonomi, terlihat dari sumbangsih pajak orang-orang 
yang memiliki penghasilan diatas 5 milliar hanya sekitar 0,03 persen (CNN, 
2021) dan hal ini juga ditandai oleh Indeks Gini di indonesia yang terus 
meningkat, yang mengindikasikan dengan sistem dan keadaan yang  sekarang,  
disparitas ekonomi di Indonesia terus memburuk yang menandakan sistem 
yang sekarang tidak menuju pada perbaikan kesejahteraan. 

Pengurangan ketimpangan di sini merupakan fokus utama dari 
penerapan wealth tax yang mendukung poin nomor 10 dari Sustainable 
Development Goals (SDGs). Disparitas Ekonomi ataupun kesenjangan adalah 
suatu variabel yang berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. 
Negara yang memiliki ketimpangan yang besar cenderung akan memiliki 
pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih rendah, tingkat kriminalitas 
yang tinggi, dan juga rata-rata pendidikan yang rendah. Dengan begitu, pada 
paper kali ini penulis bertujuan untuk mengusulkan reformasi pajak berbasis 
kekayaan (wealth tax), sebagai upaya pengurangan kesenjangan ekonomi. 
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A. DESAIN PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN  
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rencana aksi global 

yang disepakati oleh 193 pemimpin dunia, termasuk Indonesia untuk 
mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan 
(UNDP, 2022). Terdapat 17 tujuan dan 169 target dalam SDGs yang 
diharapkan dapat menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Para 
pelopor menilai bahwa tindakan di satu bidang akan mempengaruhi hasil di 
bidang lain karena saling terintegrasi (UNDP, 2022). Salah satu target dalam 
SDGs yang sedang digencarkan adalah peningkatan kesetaraan gender. UNDP 
(2017) menyatakan bahwa kesetaraan gender bukan berarti pria dan wanita 
harus sama. Namun, merujuk pada suatu keadaan yang setara antara gender 
dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Target yang ingin 
dicapai dari SDG kelima ini adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi 
terhadap kaum wanita di semua sektor. Kesetaraan gender lebih dari sekedar 
masalah moralitas, tetapi juga masalah ekonomi yang vital (IMF, 2017). 
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A. PEMULIHAN PEREKONOMIAN INDONESIA 
Di era digitalisasi, perkembangan teknologi memiliki peran yang penting 

bagi berbagai bidang, salah satunya bidang perpajakan.  Sistem perpajakan di 
Indonesia pada dasarnya menganut sistem self assessment, yang memberikan 
wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan 
melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pada saat ini, seiring dengan 
perkembangan teknologi dan digitalisasi, Wajib Pajak dapat melakukan 
kewajiban administrasi perpajakannya secara online melalui website yang 
disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelayanan perpajakan secara 
online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain e-
Registration, e-Filing, e-Form, e-Billing, e-Faktur, dan e-Objection. 

Dengan adanya digitalisasi dalam bidang perpajakan, wajib pajak dapat 
lebih efisien dan efektif dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya. Hal ini 
berdampak pada meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
khususnya dalam penerimaan pajak. Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara digunakan oleh negara untuk merealisasikan tujuan dari Sustainable 
Development Goals yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Hal ini 
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A. PENYELESAIAN PROSES SENGKETA PAJAK 
Sebagai salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan negara, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki dua unsur utama 
di dalamnya, yaitu penerimaan (revenue) dan pengeluaran (expenditure) 
(Kemenkeu RI, 2021). Diperlukan pendanaan yang besar guna pembangunan 
negara yang tidak dapat diserahkan kepada pasar. Oleh sebab itu, pemerintah 
harus mencari sumber keuangan untuk memproduksi dan menyediakan 
kebutuhan publik tersebut, yang salah satunya adalah melalui pajak 
(Gunawan, 
2020). 
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A. PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI  
Reformasi Pajak merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan 

pembangunan dalam suatu negara, sesuai dengan keadaan saat ini adanya 
pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah untuk melakukan perubahan 
dalam segala aspek. Oleh karena itu setiap negara ingin pemerintahannya 
tetap berjalan dan berkembang di tengah pandemi ini. Seperti halnya 
Reformasi pajak yang melahirkan Undang - Undang Harmonisasi Perpajakan 
yang diciptakan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian 
yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, 
mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian 
hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Hal ini sesuai 
dengan aksi yang dilakukan oleh PBB untuk membentuk SDGs (Sustainable 
Development Goals) pada 25 September 2015 dengan tujuan untuk 
pembangunan demi menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga 
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga 
kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan 
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A. IDENTITAS DALAM PEMBAYARAN PAJAK 
Indonesia menjadi Presidensi Group of Twenty (G20) secara setahun 

penuh dimana dalam artian Indonesia menjadi tuan rumah dalam 
penyelenggaraan perhelatan yang dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT 
G20 di November 2022. Presidensi G20 mengusung tema “Recover Together, 
Recover Stronger” yang mana artinya Indonesia ingin mengajak seluruh dunia 
untuk bahu membahu dalam pemulihan dan serta tumbuh lebih kuat dan 
berkelanjutan. Acara dalam rangkaian tema tersebut dapat terlihat dari 
agenda prioritas jalur keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, 
antara lain: 
1. Exit Strategy to Support Recovery atau strategi keluaran untuk 

mensupport pemulihan. b. Addressing Scarring Effect to Secure Future 
Growth atau pemetaan dampak berkepanjangan untuk melindungi 
pertumbuhan kedepannya. 

2. Payment System in Digital Era atau sistem pembayaran di era digital 
dengan mengandalkan berbagai kemajuan teknologi. 

3. Sustainable Finance atau keuangan yang berkelanjutan. 
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A. CARBON TAX DAN EARMARKING TAX  
Saat ini dunia sedang mengalami kondisi iklim yang begitu buruk.  Hal ini 

ditandai dengan begitu banyaknya isu kerusakan lingkungan yang sering 
diperdebatkan baik secara nasional maupun internasional. Hal ini pun 
mendorong untuk dirumuskannya suatu kebijakan yang dapat menekan 
tingkat perubahan iklim bumi yang kebanyakan berasal dari emisi gas rumah 
kaca (GRK). Salah satu upaya dalam menekan tingkat perubahan iklim ialah 
dengan disepakatinya dokumen “The Future We Want” dalam UN Conference 
on Sustainable Development 2012. Hal ini menjadi pendorong utama 
penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang 
Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Isu 
kerusakan lingkungan pun tidak mungkin diabaikan, hasil riset dari Standard 
and Poor’s (2014) mengemukakan bahwa Indonesia merupakan negara 
kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan rentan akan resiko 
perubahan iklim. Berbagai permasalahan iklim yang dapat dirasakan hari ini 
seperti kelangkaan air, kerusakan ekosistem lahan, kerusakan ekosistem 
lautan, penurunan kualitas kesehatan, kelangkaan pangan. 
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A. POTENSI PAJAK  
Seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban saat ini membuat 

seluruh aspek kehidupan kini perlahan berbasis pada teknologi. Salah satu 
perubahan signifikan yang dapat kita rasakan adalah adanya kegiatan 
ekonomi berbasis elektronik seperti E-commerce serta perdagangan yang 
menggunakan sistem elektronik. Tidak berhenti sampai disitu hal ini 
berdampak pula pada perubahan sistem pembayaran yang pada mulanya 
rata-rata transaksi ekonomi menggunakan cash based instrument (alat 
pembayaran tunai) kini telah berkembang menjadi non cash instrument (alat 
pembayaran non tunai), hal ini ditandai dengan munculnya uang dalam 
bentuk virtual. Sistem pembayaran virtual inilah yang dikenal dengan sebutan 
Cryptocurrency. Cryptocurrency di Indonesia telah diatur dalam pasal 1 angka 
7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 
Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset 
Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Pada dasarnya Aset Kripto 
merupakan suatu komoditi digital aset yang menggunakan kriptografi yang 
terhubung dengan jaringan peer-to-peer serta buku besar yang telah 
terdistribusi, dengan tujuan mengatur terciptanya unit baru, serta memroses 
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A. POTENSI PENERIMAAN PAJAK  
Pemberitaan apa pun yang membahas mengenai orang kaya berpotensi 

besar menarik perhatian publik, tak terkecuali topik bahasan mengenai 
kontribusi mereka terhadap penerimaan negara. Atkinson dan Leigh (2010) 
menuliskan “The important role held by top income earners cannot be denied. 
This is not just because their tax share is very significant to the overall total 
tax revenue, but also because of the economic power which it conveys”. Dari 
kalimat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa distribusi 
pendapatan di beberapa negara memiliki konsentrasi yang lebih besar pada 
populasi kecil yaitu di antara 1-5 persen kepada orang yang berpenghasilan 
tinggi. 

Mengacu pada laporan The Wealth Report 2022 yang dipublikasikan oleh 
Knight Frank pada 1 Maret 2022, jumlah orang kaya di Indonesia di asumsikan 
akan naik sebesar 63% dalam lima tahun ke depan. Kenaikan ini 
mengakibatkan jumlah orang kaya di Indonesia melonjak menjadi 134.015 
orang dari jumlah tahun 2021 sebanyak 82.01. Adapun kategori orang kaya 
yang dimaksudkan dalam istilah High Net Worth Individuals (HNWIs) seperti 
yang tertulis dalam laporannya adalah seseorang dengan harta kekayaan 
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A. KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK UMKM 
Malang merupakan salah satu kota yang mengalami peningkatan jumlah 

Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) per tahun dengan jumlah 17.071 
usaha di tahun 2020 dari sebelumnya 17.021 di tahun 2019 (Tabel 1). 
Banyaknya UMKM membuat peran mereka menjadi penting dalam 
perekonomian Kota Malang. Peran UMKM telah teruji ketika Indonesia 
menghadapi kondisi pandemic, dimana banyaknya tenaga kerja di PHK beralih 
untuk membuka usaha. Selain berperan dalam penyerapan tenaga kerja, 
keberadaan UMKM akan memberikan kontribusi tersendiri dalam 
penerimaan pajak. Tabel 1. Jumlah Usaha dan Pedagang Kota Malang 
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A. PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI  
Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang 

menjadi salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Pajak memiliki 
berbagai fungsi yakni fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan 
fungsi re-distribusi pendapatan. Namun, pada penerapannya pajak condong 
berfokus hanya sebagai sumber penerimaan negara tanpa memperhatikan 
fungsi mengatur. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang terus-menerus 
melakukan aktivitas ekonomi (industri) tanpa memperhatikan dampak 
terhadap lingkungan, seperti melimpahnya limbah cair akibat aktivitas 
industri. 

Salah satu kebijakan yang perlu dilaksanakan pemerintah untuk 
mendorong pengendalian limbah cair yakni melalui penerapan Green Tax 
(Pajak Lingkungan). Dalam penerapannya, green tax menjadi kebijakan yang 
penting karena berperan sebagai pembatas sektor industri dalam 
menghasilkan limbah yang nantinya dapat berdampak pada keadaan 
ekosistem laut. Melalui kebijakan green tax, pemerintah mampu melakukan 
tindakan pencegahan, pengelolaan, hingga penyelesaian dari adanya 
pencemaran yang terjadi. Selain itu, green tax tidak hanya efektif untuk 
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A. KEMAJUAN TEKNOLOGI ERA DIGITAL 
Sumber utama penerimaan negara adalah pajak. Dalam APBN, proporsi 

penerimaan pajak melebihi 70%. Oleh karena itu, sebagai lembaga 
pemerintah di bidang administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
dipercaya untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN), khususnya di bidang penerimaan pajak. DJP dibiayai oleh APBN untuk 
menjalankan fungsinya, dengan tujuan untuk memenuhi APBN melalui 
pemungutan pajak. Pada 2021, penerimaan pajak mencapai Rp 1.277,5 triliun. 
Jumlah ini sesuai dengan 103,9% dari tujuan penerimaan pajak dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun (APBN) 2021. Jika 
dibandingkan dengan pemungutan pajak tahun 2020 sebesar Rp. 1.072,1 
triliun atau 83,95%, maka penerimaan pajak tahun ini meningkat 19,2%. 

Saat ini, pemerintah sedang berupaya meningkatkan pendapatan negara 
dengan memberlakukan undang-undang bagi perusahaan dan orang pribadi 
yang sebelumnya dibebaskan dari pengenaan pajak.  Antara lain, pemerintah 
mengumumkan aturan terbaru pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui 
perdagangan melalui sistem elektronik pada Mei 2020, sebagaimana tertuang 
dalam PMK No.48/PMK.03/2020. Jika kebijakan tersebut diterapkan dengan 
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A. PRESIDENSI G20 PADA BIDANG PERPAJAKAN INTERNASIONAL  
Suatu negara tentunya tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya 

bantuan dari negara lain. Hal inilah yang terus memicu diadakannya kerja 
sama antar negara, dimulai dari kerja sama regional, bilateral, hingga 
multilateral.  Berbagai pertemuan antar negara kerap kali diadakan untuk 
membahas kerja sama tersebut, salah satunya adalah Group of Twenty atau 
yang lebih dikenal dengan istilah G20. Pada 2022 ini, Indonesia mendapatkan 
kesempatan untuk menjadi tuan rumah atau Presidensi G20. Berbagai isu 
ekonomi dan keuangan akan turut dibahas dalam Presidensi G20 agar negara 
yang terlibat dapat saling mendukung dan bahu-membahu untuk pulih 
bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan (DJKN Kemenkeu, 2022). 

Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam 
rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, melalui 
kesepakatan baru berupa dua pilar Perpajakan Internasional yang mengacu 
pada OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project tentang Addressing 
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A. BIG DATA ANALYTICS ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
Melalui teknologi in formasi, triliunan byte data diciptakan setiap hari dari 

berbagai sumber, seperti dari media sosial, sensor, video surveillance, dan 
smart grids. Lautan data ini mengarah pada satu terminologi Big Data. Data 
memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh 
karenanya, pihak yang mampu mengolah dan memanfaatkan data- data yang 
tersedia dalam volume besar, keragaman variatif, kompleksitas tinggi dan 
kecepatan penambahan data yang tinggi, dapat mengambil keuntungan yang 
besar. Namun sayangnya, penerapan Big Data analitik masih belum begitu 
populer di Indonesia. Sejauh ini tiga bidang usaha pengguna utama Big Data di 
Indonesia yaitu perusahaan telekomunikasi, perbankan, dan produsen barang-
barang konsumsi ringan dan murah seperti minuman dan makanan kemasan 
(consumer goods). 

Para praktisi yang melakukan studi tentang big data analytics menekankan 
perlunya memahami bagaimana, mengapa dan kapan aplikasi big data 
analytics (BDA) dapat menjadi sumber yang sangat berharga bagi perusahaan 
untuk mendapatkan keunggulan kompetitif (Abbasi, Sarker, & Chiang, 2016; 
Agarwal & Dhar, 2014; dan Corte Real, Oliveira & Ruivo, 2014). 
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